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Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sampang, 
khusunya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah 
lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum 
saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran 
serta masyarakat. 





Efforts to prevent and overcome the Sampang Regional Police, especially the 
narcotics detective unit, in this case require further steps in the law enforcement 
process against perpetrators of narcotics abuse. The realization of 
countermeasures against the eradication of criminal acts of narcotics is 
inseparable from the role of law enforcement officers only, it requires the 
cooperation of various parties, including the participation of the community. 




Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya 
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian 
adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlinduangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakar, 
serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjujung tinggi hak asasi 
manusia.  
Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak 
hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh 
usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap 
narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan 
persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, 
dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, 
termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunnya 






perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian 
adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam 
penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan 
narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada 
dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan 
upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap 
narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna 
membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana 
narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus 
operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang 
luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda 




Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga 
mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian 
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.1 Narkotika terdiri dari zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan 
pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa 
pemakainya.2 
Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. 
Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan 
Narkotika Tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna Narkotika diperkirakan 
ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai Narkotika 
dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di tahun 2015 di 
Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih 
atau pernah pakai Narkotika pada Tahun 2015. Jenis Narkotika yang paling 
banyak disalah gunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkotika tersebut 
sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian 
besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok 
pekerja. Alasan penggunaan Narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan 
sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus 
                                                          
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta:Ghalia 






terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja.3 Peraturan 
perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial 
(social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai 
narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama 
antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan 
antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama 
harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan 
dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 
bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 
menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung 
oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban 
terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara 
transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh 
jaringan Narkotika Internasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di 
wilayah Hukum Polres Sampang saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat 
dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. 
Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten 
Sampang yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus 
penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Reskrim Polres Sampang Kabupaten 
Sampang dari tahun 2013 sampai 2017. 
Tabel 1 
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polres Sampang  
Kabupaten Sampang Tahun 2014-2018 
 
No Tahun Jumlah 
1 2014 39 kasus 
2 2015 59 kasus 
3 2016 91 kasus 
4 2017 85 kasus 
5 2018 79 kasus 
Sumber: Data Polres Sampang, 2019 
Tabel di atas menunjukan kasus Narkotika di Polres Sampang mengalami 
peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2014 kasus Narkotika yang terjadi 
sebanyak 39 kasus dan mengalami peningkatan kembali sampai 20 kasus Tahun 
2015 dan tercatat sebanyak 91 kasus pada Tahun 2017 tersangka pengguna 
Narkotika mengalami penurunan lagi sebanyak 85 Kasus, Tahun 2018 dan 
berkurang 79 kasus hingga Maret 2019. 
Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang 
beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran 
penggunanya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, 
dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya 
generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan 
yang dilakukan oleh Polres Sampang, khusunya satuan reserse narkotika, dalam 
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hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum 
terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari 
penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak 
lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari 
berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. 
Faktor-faktor terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang, 
terdiri dari: a). Faktor individu antara lain aspek kepribadian, dan 
kecemasan/depresi. b).  Faktor sosial budaya, antara lain kondisi keluarga dan 
pengaruh teman. c) Faktor lingkungan 
Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam 
Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang yang meliputi: 1. 
upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif 
bagi masyarakat, 2. upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan dan 3. upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan 
hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres 
Sampang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya 
informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya 
anggaran. 
PENUTUP 
 Faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi 
penyalahgunaan narkotika di polsek Sampang, dari simpulan di atas maka penulis 
memberikan saran. Perlunya Pasal baru dari segi Undang-Undang Narkotika 
untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku narkotika jenis baru, Perlunya 
peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkotika, dan 
peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkotika, peningkatan 
sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam 
mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkotika, sarana dan fasilitas harus 
ditambah sehingga untuk kedepannya dapat menambah atau memperlancar dan 
mempermudah kepolisian dalam proses penyidikan, dari segi faktor masyarakat 
sendiri sudah jelas didalam Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus 
berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam ungkap kasus, 
sehingga aparat penegak hukum atau kepolisian dalam menjalankan tugas 
khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika dapat 
menurunkan atau mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika setiap 
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Tegineneng- Ungkap-Kasus-Narkotika diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 
14.00 WIB 
 
